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PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 19.A TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA BEKASI TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2010 dengan Peraturan
Walikota.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



10.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



Memperhatikan :

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Bekasi Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 14 Seri E).

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BEKASI TAHUN
2010.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kota Bekasi;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bekasi, yaitu Walikota
beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah;

Walikota adalah Walikota Bekasi;

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPIJMD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai
dasar penyusunan APBD;

Kebijakan Umum Anggaran selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disebut PPAS adalah
rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB Il
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika penyusunan RKPD, terdiri dari :
BAB | : Pendahuluan

Berisi uraian latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan dan
sasaran serta fungsi RKPD, prinsip dan proses penyusunan serta
sistematika RKPD.

BAB Il . Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berisi uraian kondisi, permasalahan, potensi daerah serta prospek
pembangunan yang terbagi dalam tiga (3) aspek bahasan yaitu; Aspek



Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Aspek Prasarana Kota dan
Penataan Ruang dan Aspek Ekonomi.

BAB IlI : Prioritas Pembangunan Kota Bekasi
Berisi uraian kebijakan dan program pembangunan daerah, untuk
mengatasi berbagai permasalahan pembangunan daerah.

BAB IV : Rencana Kerja Tahun 2010
Berisi matriks indikasi program, indikator program, SKPD pelaksana dan
indikasi anggaran pembangunan Kota Bekasi Tahun 2010.

BAB V : Kerangka Anggaran Pembangunan Daerah
Berisi uraian tentang perkiraan anggaran baik pendapatan, belanja
maupun pembiayaan pembangunan daerah.

BAB VI : Penutup.

Pasal 3
RKPD Tahun 2010 memuat arah kebijakan Daerah Kota Bekasi 1 (satu) tahun yang
merupakan komitmen Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk memberikan kepastian
kebijakan dalam melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan.

Pasal 4
RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai fungsi :
a. sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD;
b. sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD

Kota Bekasi Tahun Anggaran 2010.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.



Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
Ttd/Cap
TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya
NIP. 19520902 197707 1 001

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juli 2009

WALIKOTA BEKASI
Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 19A SERI E
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